BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2022 merupakan pelaksanaan ketentuan
Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu
pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan
sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh
DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang
keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung
pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan
memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan
urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka menuju tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan dan pengajuan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas
dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Bontang menjadi
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini
merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan
bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada
DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-
turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa
“Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
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tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD
menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam
upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang, dalam
hal ini RKPD Tahun 2022. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi
pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum
nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bontang Tahun 2022

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2022 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan.
Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level
pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kota
Bontang berpedoman pada RKPD Kota Bontang Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan
dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Dengan
demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah
dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati
sebagai pedoman penyusunan R-APBD.

Pemerintah Kota Bontang menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan
RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 untuk periode tahun kedua. KUA disampaikan oleh
Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD
tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota
Bontang dengan DPRD Kota Bontang. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi
dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota
Bontang Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Bontang Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah memuat antara lain:

1 Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang
memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

2 Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan
gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi
pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;

3 Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan
perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan,
dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
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Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi
pembangunan daerah.

Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan
penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertera dan tertuang dalam RKPD
dengan sumber pendanaan dan pendapatan serta penerimaan daerah, agar
pelaksanaan pembangunan lebih berdaya guna dan tepat hasil.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman

beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022.
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BAB I
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1  Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penanggulangan Pandemi Covid 19 dan seluruh kebijakan terkait, masih menjadi
permasalahan utama dalam kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah tahun
2022. Hampir seluruh indikator makro menunjukkan capaian yang menurun baik dalam
lingkup nasional maupun daerah sebagai dampak dari penyebaran Covid 19. Oleh karena
itu, kebijakan pemulihan ekonomi menjadi salah satu agenda utama dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah tahun 2022. Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2022
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” ditetapkan 7 prioritas nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
MengembangkanWilayah untukMengurangiKesenjangandanMenjaminPemerataan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

vk wnwN

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya dalam lingkup regional Kalimantan Timur, perencanaan pembangunan
tahun 2022 mengusung tema “Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah
Dalam Rangka Menyambut IKN”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam enam
prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan
Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM

2. Penguatan Pelaku Dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya
Beli Masyarakat

3. Peningkatan Kemudahan Bernvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam
Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan
Penguatan Konektifitas Antara Daerah, Kawasan Dan IKN
Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
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Sejalan dengan prioritas nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur tersebut,
dalam arahan kebijakan penyusunan RKPD tahun 2022 tema pembangunan Kota Bontang
menetapkan tema “Revitalisasi sektor-sektor ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Tema
pembangunan tersebut memberikan arahan pembangunan tahun 2022 dengan
menekankan pada upaya pemulihan ekonomi dan perlunya prioritas perbaikan pelayanan
dasar bagi masyarakat yang terdampak signifikan selama tahun 2020 dan masih belum
efektifnya penanggulangan Pandemi Covid 19 selama tahun 2021.

Arah kebijakan pembangunan tersebut didasari oleh realisasi sejumlah indikator
makro daerah tahun 2020 yang menunjukkan penurunan capaian sebagai akibat dari
penyebaran Pandemi Covid 19 yang cukup massive dan berdampak luas pada berbagai
aspek kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Beberapa prioritas dalam
rangka mendukung kebijakan pembangunan ekonomi daerah antara lain:

1. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahtreraan sosial masyarakat
2. Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat

3. Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah

4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan yang inclusive pada esensinya adalah pembangunan yang mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pembangunan harus
secara nyata memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Pembangunan yang inklusif
tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun harus disertai
dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya pemerataan. Pertumbuhan
ekonomi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, namun harus
dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dinikmati dan
memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih
merata. Oleh karena itu pembangunan harus mampu menstimulasi pertumbuhan
ekonomi yang tinggi secara lebih stabil agar manfaatnya dapat semakin luas dirasakan
oleh masyarakat. Menstimulasi perekonomian yang bertumbuh tinggi dan stabil,
merupakan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bontang.

Perkembangan perekonomian Kota Bontang secara aggregate pada setiap
tahunnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian baik lingkup
nasional maupun global. Kebijakan ekonomi nasional yang ditempuh oleh Pemerintah
Pusat melalui kebijakan sektor moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan terkait
penataan dan pengaturan sektor riil memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap
dinamika perkembangan ekonomi Kota Bontang. Oleh karena itu arah kebijakan
ekonomi Kota Bontang disusun dengan sepenuhnya memperhatikan arah kebijakan
ekonomi secara nasional dan perkembangan perekonomian global.

Perekonomian Kota Bontang hingga tahun 2020 masih menunjukkan penurunan
secara aggregate dengan tingkat pertumbuhan yang kembali menunjukkan penurunan
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menjadi -2,76%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik dari tingkat pertumbuhan
ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang juga mengalami penurunan menjadi -2,85%.
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Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, Prov. Kaltim
dan Indonesia Tahun 2015-2020
Dengan mengeluarkan peran sektor migas dari struktur perekonomian Kota

Bontang, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mengalami kontraksi cukup signifikan
dari 6,68% pada tahun 2019, menjadi 2,18% pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan
ekonomi baik migas dan non migas ini secara umum merupakan dampak tekanan
penyebaran Pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan berbagai pembatasan
pergerakan orang sebagai Langkah menghambat penyebaran dan penularan yang lebih
cepat dan massive
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Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang
Tahun 2015-2020
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh
suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu.
Berdasarkan jenis lapangan usaha, PDRB Kota Bontang hingga tahun 2020 masih didominasi
oleh lapangan usaha/sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata mencapai +80%.
Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.56,56 Triliun, sedangkan berdasarkan
harga konstan Rp.39,31 Triliun. Dengan mengeluarkan peran Migas dalam struktur PDRB Kota
Bontang, Nilai PDRB Kota Bontang menjadi Rp.32,28 Triliun pada harga berlaku dan Rp.20,51
Triliun dengan perhitungan harga konstan. Perkembangan PDRB Kota Bontang ditampilkan
pada tabel berikut:

Tabel 2.1 PDRB Kota Bontang Tahun 2015-2020

Tahun Dengan Migas (Milyar Rp.) Tanpa Migas (Milyar Rp.)
Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku | Harga Konstan
2015 58.600,86 43.437,18 24.029,91 18.199,27
2016 55.239,31 42.835,51 24.819,93 18.224,16
2017 58.885,68 43.073,06 25.928,13 18.416,96
2018 58.948,51 41.306,73 27.968,08 18.778,98
2019 58.479,36 40.406,23 31.187,50 20.033,47
2020 56.555,44 39.309,21 32.284,80 20.511,46

Sumber: Bontang Dalam Angka 2021

Nilai PDRB Kota Bontang pada tahun 2021 masih mengalami penurunan dengan
tingkat pertumbuhan -2,76 persen. Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan menurun dari
Rp. Rp.40.406,23 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp.39.309,21 Milyar pada tahun
2020. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai kontribusi sektor
Pertambangan dan Penggalian dan sektor Industri Pengolahan khususnya sektor
Industri Migas. Berbeda dengan tahun 2019, menurunya PDRB tahun 2020 semakin
diperparah oleh menurunnya produktivitas sebagian besar sektor-sektor ekonomi
disamping sektor industri pengolahan sebagai sektor paling dominan. Penurunan nilai
PDRB ini merupakan merupakan dampak dari Pandemi Covid 19 yang disebabkan oleh
ketidakpastian yang tinggi akan segera pulihnya perekonomian secara global dan
nasional.

Disamping itu, tekanan dampak pandemi Covid 19 terhadap struktur ekonomi
Kota Bontang juga berdampak pada sektor-sektor ekonomi masyarakat seperti sektor
UMKM dan sektor pariwisata sehubungan dengan kebijakan pembatasan kegiatan
sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya menghambat dan mencegah
penularan covid 19. Dapak ekonomi ini terlihat dari perhitungan tanpa Migas, PDRB
Kota Bontang pada tahun 2020 memang masih mengalami peningktan menjadi
Rp.20.511,46 Milyar pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 20.033,47
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Milyar. Namun tingkat pertumbuhannya turun signifikan dari 6,68% tahun 2019
menjadi 2,38% pada tahun 2020.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat
kemakmuran suatu entitas wilayah tertentu. Secara umum menunjukkan rata-rata
pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk pada satu periode
tertentu (umumnya 1 tahun). Nilai PDRB per Kapita dihitung dengan membagi nilai
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode dan wilayah
tertentu. Perhitungannya mengacu pada nilai PDRB berdasarkan harga berlaku.

Perhitungan PDRB per kapita Kota Bontang dilakukan dengan dua pendekatan
yakni PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas. Penggunaan pendekatan
perhitungan tanpa migas dilakukan dengan mengeluarkan lapangan usaha yang
bergerak dibidang migas sehingga nilai PDRB menjadi lebih riil atau setidaknya lebih
endekati nilai produktivitas per jiwa penduduk Koota Bontang.

PDRB Kota Bontang dengan perhitungan per Kapita pada tahun 2020 mencapai
Rp.312.145.420,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang
mencapai Rp.329.049.655,47. Sebaliknya dengan tidak memasukkan peran migas,
PDRB per Kapita Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp.178.188.880,00 dari
tahun 2019 yang mecapai Rp.175.484.728,09. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota
Bontang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 PDRB Per Kapita Kota Bontang 2015-2020

Tahun Dengan Migas Tanpa Migas

2015 358.796.854,41 | 147.128.518,47
2016 331.035.960,45 | 148.739.893,71
2017 345.145.845,14 | 151.972.177,21
2018 338.383.899,09 | 160.546.008,77
2019 329.049.655,47 | 175.484.728,09
2020 312.145.420,00 | 178.188.880,00

Sumber: Bontang Dalam Angka 2021

Perkembangan PDRB per Kapita dengan memperhitungkan peran sektor migas
menunjukkan trend yang terus menurun selama tahun 2015-2020, yakni dari
Rp.358.796.854,41 pada tahun 2015 menjadi Rp.312.145.420,00 pada tahun 2020.
Sebaliknya PDRB per Kapita tanpa migas menunjukan peningkatan. PDRB per Kapita
tanpa migas meningkat dari Rp.144.128.518,47 tahun 2015 menjadi
Rp.178.188.880,00 pada tahun 2020.

d. |Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan
harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya
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beli masyarakat. Kota Bontang belum menjadi Kota yang dihitung secara khusus
tingkat inflasinya, oleh karena itu pengukuran tingkat inflasinya mengacu pada
perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kaltim.

Pada tahun 2020 tingkat inflasi year on year Kaltim mencapai 1,64. Tingkat inflasi
tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan tingkat inflasi lebih tinggi dari
1,66 persen. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke tahun
Kota Bontang selama periode 2011-2020 cenderung mengalami penurunan dan sejak
tahun 2016 tingkat inflasi berkisar antara 1-4 persen. Dengan ketidak pastian yang
tinggi akibat penyebaran pendemi Covid-19 maka tingkat inflasi juga tidak akan
mengalami peningkatan bahkan diperkirakan cenderung menurun akibat menurunnya
daya beli masyarakat. Tingkat inflasi diperkirakan masih dalam tingkat moderat antara
1-4 persen pada tahun 2021 dan 2022. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan
sektor-sektor produktif masih bergairah untuk meningkatkan produksinya dan pada
gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

12
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3,39 ¢-3-1500. 3,24
1,66-0) 1,64

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Kaltim

2.2 Tantangan Perekonomian Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 vyang
merupakan tahun pertama RPJMD periode 2021-2026, tantangan utama terkait dengan
perkembangan perekonomian Kota Bontang adalah bahwa perekonomian Kota Bontang
masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan faktor eksternal, hal ini merupakan
konsekuensi dari masih sangat kentalnya peran sektor industri yang berbasis pada pasar
global.

Berdasarkan penelaahan dan analisis terhadap indikator makro perekonomian Kota
Bontang dan mempertimbangkan tantangan dan prospeknya hingga tahun perencanaan
serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan
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dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan

pembangunan pemerintah provinsi dan nasional, maka dirumuskan beberapa hal terkait

sebagai berikut:

1.

2.3

Ketidakpastian akan semakin menurunnya penyebaran Pandemi Covid-19 masih
menjadi faktor utama yang sangat menentukan potensi perbaikan produktivitas
sektor-sektor ekonomi baik dalam lingkup global, nasional dan daerah;

Sebagai daerah dengan peran besar ekonomi dari sektor industri pengolahan dan basis
industri migas dan kimia, perekonomian Kota Bontang masih sangat rentan
dipengaruhi oleh perkembangan dan fluktuasi perekonomian global. Oleh karena itu
faktor pemulihan dari beberapa negara besar dalam perekonomian, seperti China dan
Amerika Serikat, akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat
kuat. Namun situasi ideal tersebut dapat terjadi sebaliknya jika kejadian luar biasa
terkait penanggulangan penyebaran virus COVID-19, mengakibatkan perubahan
kebijakan baik di Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.

Potensi masih akan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan jika berbagai
program pemulihan ekonomi pada tahun 2021 tidak berlangsung efektif mampu
meningkatkan kembali sektor-sektor produktif masyarakat;

Investasi yang bertumbuh tidak berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan
tenaga kerja. Sektor-sektor utama investasi masih terpusat pada sektor padat modal
yang membutuhkan skill dan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi dengan jumlah yang
terbatas;

Jumlah penduduk dengan komposisi usia produktif yang terus membesar
dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan
lapangan pekerjaan, Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk
pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana
prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas,
ditengah kapasitas fiskal yang diperkirakan masih relative terbatas dibandingkan
dengan peningkatan kebutuhan pembangunan dan layanan publik; dan

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam rangka
mendorong tumbuhnya sektor-sektor UMKM dan sektor jasa terkait disamping masih
belum optimal, tantangannya adalah tekanan ketidakpastian efektivitas penanganan
pandemic covid 19.

Prospek Perekonomian Daerah tahun 2021 dan 2022

Menperhatikan tren realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun

2020 dan gambaran tantangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan

ekonomi serta memperhatikan proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan

pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2022,
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maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

1

Prioritas pembangunan nasional yang memberikan fokus pada pemulihan ekonomi
diharapkan dapat berlangsung efektif dalam menstimulasi perbaikan perekonomian
nasional dan mendorong perbaikan perekonomian daerah melalui pemberian stimulus
fiskal yang memadai bagi pengembangan sektor UMKM;

Telah mulai beroperasinya beberapa industri baru, salah satunya industri pengolahan
CPO diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus bagi peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan sekaligus dapat mendorong tumbuhnya investasi industri terkait lainnya;

Pada sektor perdagangan, investasi pembangunan Mall di Kota Bontang yang dalam
tahap konstruksi diharapkan dapat juga beroperasi pada tahun 2022;

Pemerintah Kota Bontang menetapkan prioritas pengembangan sektor UMKM dan
pengembangan pariwista sebagai salah satu sasaran dalam rangka pemulihan
ekonomi;

Relaksasi kebijakan penanggulangan covid 19 seiring dengan menurunan kasus-kasus
penularan covid-19 diharapkan dapat kembali mendorong peningkatan sektor-sektor
perdagangan dan jasa yang turut kembali bergairah didorong oleh potensi peningkatan
aktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat.
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BAB lII
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
bertujuan untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh
karena itu penyusunan Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas Plaforn Anggaran
Sementara (PPAS) berperan penting untuk menjembatani proses implementasi
perencanaan menuju proses penyusunan anggaran. Penyusunan KUA-PPAS memiliki peran
untuk menetapkan skala prioritas dari sejumlah alternatif kebijakan pembangunan dengan
menyepakati secara politik kebijakan umum dan plafon anggaran sementara dari masing-
masing prioritas program dan kegiatan pembangunan. Penetapan prioritas kebijakan dan
prioritas alokasi anggaran menjadi agenda pokok agar keterbatasan kapasitas anggaran
dapat dialokasikan secara tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Penyusunan RAPBD Tahun 2022 adalah tahun kedua RPJMD 2021-2026 atau tahun
pertama penyusunan perencanaan yang sepenuhnya mengacu pada periode RPJMD tahun
2021-2026. Dalam rangka menjamin efektivitas kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan pada tahun 2022, maka kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh
Pemerintah Kota Bontang menjadi faktor yang menentukan implementasinya. Untuk itu,
kebutuhan belanja pembangunan daerah harus disesuaikan dan mempertimbangkan
kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD.
Pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan juga didukung oleh sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah,
dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui
Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyusunan RAPBD dan
pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan prioritas pada tahun
2022, maka secara umum perlu disusun asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi
pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Asumsi-asumsi dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN);

2. Laju Inflasi;

3. Pertumbuhan PDRB; dan
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4. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar Dalam APBN Tahun 2022

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan
perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap
perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat
diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelambatan perekonomian
global hingga tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan tahun
2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Bontang, maka perhitungan
perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi nasional 5,2-5,8 persen;

Inflasi (% yoy) 3+1;

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp13.900-14.800 per US S;

Suku bunga SBN 10 Tahun 6,32-7,27%;

Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 103 — 105 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran
104 - 106.

vk wnw

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan APBD
3.2.1. Laju Inflasi Tahun 2021

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi
Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 tingkat inflasi year on year Kaltim sebesat 1,64 persen
relatif lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 1,68 persen.
Dengan tingkat inflasi antara 1-2 persen pada tahun 2020 dan perkiraan akan kembali
membaiknya perkembangan makro ekonomi Kaltim dengan indikator semakin dapat
diatasinya penyebaran pendemi Covid-19, maka seiring dengan trend membaiknya harga-
harga komoditas utamanya dari sektor pertambangan, maka diperkirakan tingkat inflasi
akan terpicu untuk mengalami peningkatan karena adanya potensi meningkatnya
pendapatan masyarakat. Namun peningkatan tersebut masih dalam batas normal antara
2-4 persen hingga tahun 2022. Dengan tingkat inflasi tersebut diharapkan sektor-sektor
produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan pada gilirannya dapat
menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2022

Tantangan utama perekonomian Kota Bontang mendatang, khususnya tahun 2022,
diperkirakan masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat baik karena
faktor lokal, perkembangan ekonomi nasional maupun perekonomian global akibat ketidakpastian
penurunan kasus penularan pendemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan
pembangunan ekonomi nasional tahun 2022 yang menetapkan prioritas pada pemulihan ekonomi
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diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga mampu memberikan keyakinan akan
terjadinya perbaikan/pemulihan perekonomian dengan dampak yang lebih merata menjangkau ke
daerah-daerah yang terdampak cukup signifikan oleh pandemic covid 19.

Perkembangan penularan covid 19 secara nasional yang masih menunjukkan peningkatan
hingga awal Juni 2021, semakin mengindikasikan ketidakpastian prospek perkembangan ekonomi
pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesian ditargetkan dapat tumbuh
mencapai 5,2-5,8%, namun pencapaian tersebut sangat tergantung kemampuan pemerintah
menanggulangi pandemi covid 19 pada tahun 2021.

Dalam rangka menunjang pencapaian target pertumbuhan tersebut, dalam kebijakannya,
Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang
diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga memberikan
dampak terhadap pemulihan ekonomi secara nasional dan menstimulasi kembali perekonomian di
Kota Bontang.

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan mengambil langkah cepat dengan memberikan
stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara
efektif, sehingga dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem
kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang
terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang
akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke
perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM
melalui rediscount kredit.

Pendekatan kebijakan ekonomi tersebut diharapkan akan mampu memberikan stimulasi
yang efektif, khusnya untuk pemulihan sektor-sektor produktif masyarakat yang harus berjibaku
dengan melemahnya permintaan pasar akibat berbagai kebijakan pembatasan sebagai upaya
pencegahan penyebaran covid 19.

Dalam rangka mendukung dan membangun keselarasan prioritas pembangunan ekonomi
Kota Bontang dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional tahun 2022, tantangan dan
sekaligus menjadi fokus utama pembangunan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2022 adalah
menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat dengan mendorong dan pemulihan sektor-sektor
ekonomi masyarakat, investasi dan lapangan kerja, dengan secara bersamaan melaksanakan
revitalisasi pelayanan dasar masyarakat.

Sebagai wilayah yang perekonomiannya sangat dominan sektor industri pengolahan migas
dan industri kimia, prospek pertumbuhan ekonomi masih sangat ditentukan oleh dinamika
perkembangan sektor utama tersebut. Oleh karena itu faktor pengaruh seperti perkembangan
perekonomian nasional maupun global sangat menentukan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi
Kota Bontang. Sejalan dengan perkiran terjadinya perbaikan ekonomi global dan target kembali
tumbuhnya perekonomian nasianal seiring dengan meningkatnya efektivitas penanggulangan
pendemi covid-19, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator makro Kota
Bontang tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Target Indikator Makro Tahun 2022

No Indikator Target 2022
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
- Dengan Migas (%) 2,0-3,0
- Tanpa Migas (%) 3,0-4,2
2 PDRB per Kapita (Juta) 321,5
3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,57
4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 9,0
5 | Tingkat Kemiskinan (%) 3,98
6 Rasio Gini (indeks) 0,375
3.3. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1.

Adanya kesungguhan penyelesaian permasalahan banjir yang dibiayai oleh APBD
Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Bontang, ataupun sumber dana lainnya yang
tidak mengikat akan mengurangi pengeluaran masyarakat terdampak banjir. Dengan
demikian diharapkan masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran terkait biaya
dampak banjir untuk kebutuhan dan usaha-usaha produktif lainnya.

Mengacu pada alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021,
maka diasumsikan pada tahun 2022 APBD Kota Bontang akan mendapatkan alokasi
yang lebih tinggi sehingga akan lebih banyak program dan kegiatan pembangunan yang
dapat diakomodir dalam APBD tahun 2022.

Dengan ditetapkannya Perubahan RTRW diharapkan menjadi penguatan kebijakan
ekonomi yang sangat strategis dalam mengakomodir dinamika pembangunan daerah
yang terjadi termasuk untuk kepastian peluang investasi pada sektor yang belum
terakomodir, di dalamnya terkait dengan rencana investasi pembangunan industri
diluar industry kimia dan gas alam.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 sebagaimana dalam
penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan
pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja
daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar
ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran
2022 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2022, kebijakan penyusunan APBD Tahun
2022 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah,
berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui
berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh
dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal
dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah
guna mewujudkan visinya.

Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi
operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat
diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang
dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah
berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat
efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan
masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya
kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan
akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses
pengelolaan keuangan daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun
Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam
rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan
pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
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Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program
intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek
kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan
masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan
semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang mengacu kepada
kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah 2022. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam penetapan target anggaran
pendapatan tahun 2022, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan
ekternal pada Pemerintah Daerah, termasuk sejumlah penyesuaian pasca penyebaran
pendemi Covid-19. Kondisi ekternal khususnya perkembangan dan kondisi perekonomian
nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah
antisipatif dan solusitif bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di
tahun 2022 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan
daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1
(satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna
bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja
yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar
hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dengan melihat kinerja pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020),
diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan dating dengan
diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan
beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.1.1. Kebijakan penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan kebijakan
sebagai berikut:
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4.1.2.

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan
Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan
ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis
penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak
menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya
peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan
sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta
peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli
daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan
peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta
lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi
pungutan;

Regulasi peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah vyang tidak
bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);

Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni memberikan
konstribusi kepada pemerintah daerah;
Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana

yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang
cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

Kebijakan Dana Tranfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer baik Transfer
Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

A. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Dana Perimbangan dan

Dana Insetif Daerah (DID). Masing-masing sumber penerimaan dianggarkan dengan
memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan-kebijakan yang
mendasarinya.

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan disalurkan melalui alokasi Dana Transfer Umum yakni
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Transfer Khusus yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan
Non Fisik.
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a. Dana Transfer Umum
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dalam KUA APBD tahun 2022
ditetapkan dengan asumsi sebagai berikut:

- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas
DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari
DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai
dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi
resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang
dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan
DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun
Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahanatau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022
melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah
Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah
daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-
rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2022 terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran
2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
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provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan
dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang
terdiri dari DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan,
DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan akan
didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018,
namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari
Pemerintah Pusat.

b. Penganggaran Dana Transfer Khusus:

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada
pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus
tersebut, yang diuraikan ke dalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksuddianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun
Anggaran 2022 vyang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama
DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2022 mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun
Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan
dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Rencana DAK baik fisik maupun non fisik tidak diproyeksikan dalam
Kebijakan Umum APBD ini, akan tetapi penganggarannya nantinya tetap
akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.
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2) Dana Insentif Daerah

4.1.3.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2022 vyang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Rencana anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksikan dalam
Kebijakan Umum APBD ini, akan tetapi penganggarannya nantinya tetap akan
mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.

B. Transfer Antar Daerah

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi
Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Penganggaran
pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang
diterima dari pemerintah provinsi sementara diasumsikan mengalami peningkatan
dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2021 dengan tetap
memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi
Bantuan Keuangan juga dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya, tetapi
didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan peneri Lain-lain Pendapatan yang sah diasumsikan hanya akan bersumber
dari Penerimaan Lain-Lain yang sah dengan perkiraan penerimaan tetap setiap
tahunnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Bontang yang diperkirakan akan

mengalami pertumbuhan lebih baik dan kinerja pendapatan daerah tiga tahun terakhir

yakni tahun 2018-2020, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 diperkirakan

mengalami peningkatan dibandingkat tahun 2021 sehingga dapat lebih banyak prioritas

kebutuhan pendanaan pembangunan yang dapat diakomodir.

Mengacu pada proyeksi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut

dan seiring dengan asumsi akan kembali terjadi perbaikan perekonomian nasional dan

provinsi Kaltim pada tahun 2022, maka dalam rangka kerangka pendanaan untuk
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penyusunan RAPBD tahun Daerah sebesar
Rp.1.255.027.289.366,00.

Berdasarkan komposisi sumber-sumber pendapatan daerah, sektor Pendapatan

2022 diproyeksikan Pendapatan

Transfer masih menjadi tumpuan utama dengan perkiraan penerimaan pada tahun 2022
sebesar Rp.1.047.485.742.455,- atau 83,46 persen dari total perkiraan pendapatan daerah.
Proyeksi pendapatan Transfer ini tidak memasukkan perkiraan alokasi DAK, DID, Bantuan
Keuangan Provinsi, dan alokasi Dana BOS. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan perkiraan penerimaan sebesar Rp.205.041.546.921,- atau 16,33 persen dan Lain-
Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan akan mencapai sebesar Rp.2.500.000.000,-

. Gambaran lengkap proyeksi pendapatan ditampilkan sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022
. Tahun Dasar Proyeksi Penurunan/
Kode Uraian
( APBD TA 2021)* 2022 (Rp)** Penambahan (Rp)
1 2 3 a 5
4 | PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Daerah 195.066.668.000,00 205.041.546.921,00 9.974.878.921,00
4.1.01 | Pajak Daerah 99.335.000.000,00 108.446.368.921,00 9.111.368.921,00
4.1.02 | Retribusi Daerah 4.381.528.900,00 4.323.926.000,00 -57.602.900,00
4.1.03 g:Zir'aphesfﬁ:;;;?sgstzzaa” 3.531.668.000,00 3.367.571.000,00 -164.097.000,00
4.1.04 | Lain - Lain PAD yang Sah 87.818.471.100,00 88.903.681.000,00 1.085.209.900,00
42 Pendapatan Transfer 1.052.018.079.975,00 | 1.047.485.742.445,00 -4.532.337.530,00
4.2.01 | Transfer Pemerintah Pusat 862.504.772.975,00 896.837.036.445,00 34.332.263.470,00
4.2.02 | Transfer Antar Daerah 189.513.307.000 150.648.706.000,00 |  -38.864.601.000,00
4.3 ::‘g;:;‘" Pendapatan daerah 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.000.000.000,00
4.3.01 | Pendapatan Hibah 1.500.000.000,00 0 -1.500.000.000,00
4.3.03 | Pendapatan Lainnya 0 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 1.248.584.747.975,00 |  1.255.027.289.366,00 6.442.541.391,00

Jumlah penerimaan pendapatan diproyeksikan turun sebesar -1,32 persen dari

perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran 2020 dengan
tidak memperhitungkan penerimaan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Alokasi Dana
BOS yang telah ditentukan peruntukannya.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang menjadi indikator utama tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dan
sekaligus menjadi ukuran kinerja daerah dalam meningkatkan efektivitas belanja
pembangunan dalam menstimulasi tumbuhnya sumber-sumber penerimaan pendapatan
daerah. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2022 penerimaan PAD diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan

penetapan dalam APBD tahun 2021, meskipun berdasarkan kontribusinya masih lebih kecil

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022 23



dibandingkan dengan sumber Pendapatan Transfer.

PAD pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.205.041.546.921,-, atau
naik 5,11 persen dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2021. Sumber utama
PAD masih dominan dari Pendapatan Pajak Daerah dengan kontribusi mencapai 52,89
persen.

Berdasarkan perkembangan realisasi penerimaan PAD tersebut dan memperhatikan
target PAD vyang ditetapkan dalam APBD tahun 2021 serta asumsi-asumsi yang
mempengaruhi penerimaan PAD, maka proyeksi penerimaan PAD tahun 2022 berdasarkan
sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pajak Daerah diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.108.446.368.921,00,-.
Adapun penerimaan tersebut bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir , Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah serta PBB P2.

(2) Penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp.4.323.926.000,-. Adapun
sumber utamanya adalah sebagai berikut:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

- Retribusi Pelayanan Pasar

- Retribusi Pelayanan Persampahan

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Rumah Potong Hewan

- Retribusi lainnya

(3) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar
Rp.3.367.571.000,-. Penerimaan tersebut diperkirakan diperoleh dari sumber-
sumber yang terdiri Bagian Laba Deviden BPD Kaltim, Bagian Laba Deviden PT.BME
dan Bagian Laba Deviden PT.Bontang Transport,

(4) Sektor Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan meningkat menjadi sebesar
Rp.88.903.681.000,- atau naik 1,23 persen dibandingkan dengan target dalam APBD
tahun 2021. Adapun sumber-sumber penerimaannya adalah dari Penerimaan Jasa
Giro sebesar, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan dari
Dana Kapitasi Askes FKTP, Pendapatan dari BLUD RSUD, pendapatan dari sewa
rusunawa, serta pendapatan dari pelabuhan Bontang.

B. Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan Transfer masih mejadi penopang utama Pendapatan
Daerah Kota Bontang dengan proporsi masih mencapai lebih dari 83,46 persen. Dalam
rangka penyusunan Rancangan APBD tahun 2022, sumber Pendapatan Daerah dari
Pendapatan Transfer masih diharapkan mengalami peningkatan dengan perkiraan
mencapai Rp.1.047.485.742.445,-. tidak termasuk proyeksi penerimaan Transfer Khusus,
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DID, Bantuan Keuangan, dan anggaran BOS.
Berdasarkan sumber-sumbernya, proyeksi penerimaan Pendanpatan Transfer adalah
sebagai berikut sebagai berikut:
l. Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp.896.837.036.445,-
Il. Transfer Antar Daerah ditargetkan mencapai Rp.150.648.706.000,-

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah,
pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.500.000.000,- Proyeksi ini dibuat atas dasar
pertimbangan alokasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang
terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah
tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada standar harga satuan regional.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran.
Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja
Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Arah kebijakan belanja tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dari periode
RPJMD 2021-2026 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022, dijelaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2022 disamping mengacu pada arah
kebijakan RPJPD periode lima tahun berkenaan, juga harus sudah mengakomodasi
kebijakan-kebijakan yang menjadi arahan dalam visi dan misi kepala daerah terpilih
menginyat RKPD tahun 2022 akan terlebih dahulu ditetapkan baru kemudian RPJMD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kebijakan
belanja daerah tahun 2022 secara umum akan disesuaikan dengan penjabaran visi
pembangunan “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”.

Prioritas kebijakan belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta penyelenggaraan urusan
pendukung urusan pemerintahan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu kebijakan
belanja daerah tahun 2022 disusun dengan prioritas sebagai berikut:

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022 26



1. Diarahkan untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian sasaran SPM urusan wajib
pelayanan dasar dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi yang yang sejalan
dengan fokus pada memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik;

2. Memberikan prioritas yang cukup untuk program pembangunan dalam rangka
pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi covid-19;

3. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2022;
Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;

5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah

6. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan
kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan
keuangan daerah,

7. Memenuhi alokasi belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran Pendidikan 20%,
anggaran Kesehatan 10%, anggaran APIP 0,75% dan belanja infrastruktur 25%.
Dalam rangka mendukung kebijakan belanja daerah dan permasalahan

pembangunan prioritas yang membutuhkan penanganan, serta perhitungan perkiraan

penerimaan pendapatan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alokasi
anggaran belanja daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.355.027.289.366,00,-.

Dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah tahun 2021, jumlah belanja daerah

tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,15%. Dari besaran alokasi belanja daerah

tersebut tidak termasuk Belanja yang bersumber dari proyeksi penerimaan Dana Alokasi

Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan alokasi anggaran BOS dan DID. Ketiga

alokasi belanja tersebut pada prinsipnya telah ditentukan peruntukannya. Dengan

demikian tidak dapat digunakan untuk alokasi belanja daerah lainnya.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak

terduga

Sejalan dengan kebijakan umum belanja daerah tersebut, pada tahun 2022 anggaran
belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.355.027.289.366,00,-. Dibandingkan dengan
alokasi anggaran tahun 2021 jumlah belanja daerah tersebut mengalami Peningkatan
sebesar Rp.41.442.541.619,00. Peningkatan besaran belanja ini merupakan penyesuaian
terhadap rencana pendapatan tahun 2022 vyang juga diproyeksikan mengalami
peningkatan dibadingkan dengan penetapan tahun 2021. Rancangan struktur belanja
tahun 2022 selengkapnya tersaji seperti pada tabel berikut:
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Tabel 5.1

Rencana Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022

Kode Uraian Penetapan Proyeksi Penurunan/
2021 2022 Penambahan (Rp)
1 2 3 3
5 BELANJA DAERAH
5.1 Belanja Operasi 1.135.950.145.791,00 1.100.590.952.000,00 -35.359.193.791,00
5.1.01 | Belanja Pegawai 582.342.264.961,00 531.355.434.304,00 -50.986.830.657,00
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 533.418.586.673,00 551.485.517.696,00 18.066.931.023,00
5.1.03 | Belanja Bunga - - -
5.1.04 | Belanja Subsidi - - -
5.1.05 | Belanja Hibah 20.189.294.157,00 17.500.000.000,00 2.689.294.157,00
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial - 250.000.000,00 250.000.000,00
5.1.07 | Belanja Bantuan Keuangan - - -
5.2 Belanja Modal 170.833.945.579,00 250.936.337.366,00 80.102.392.015,00
5.2.01 | Belanja Tanah 41.136.861.923,00 - -
5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin 53.104.046.206,00 - -
5.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan 68.230.227.537,00 - -
5.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.794.029.913,00 - -
5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya 6.568.780.000,00 - -
5.2.06 | Belanja Aset Lainnya - - -
53 Belanja Tidak Terduga 6.800.656.605,00 3.500.000.000,00 3.300.656.605,00
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 6.800.656.605,00 3.500.000.000,00 -3.300.656.605,00
5.4 Transfer 0 -
: -
5402 Tr?nsfer Bagi Hasil Pendapatan 0 )
Lainnya
JUMLAH 1.313.584.747.975,00 1.355.027.289.366,00 41.442.541.619,00

5.2.1.

Kebijakan Belanja Operasi

Kebijkan pengalokasian Operasi pada tahun 2022 ditujukan untuk penyediaan enam

pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,

Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial. Alokasi Belanja Operasi ini merupakan pengeluaran

anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka

pendek yang diproyeksikan mencapai Rp.1.100.590.952.090,-. Secara umum kebijakan

alokasi anggaran pada pos-pos belanja tersebut adalah sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai
Pos Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.531.355.434.304,00.- atau 48,27%
persen dari total Belanja Operasi, dan merupakan pos belanja yang dianggarkan untuk gaji

bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Belanja Pegawai tersebut dianggarkan alokasi belanja sebagai berikut:
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Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bontang (tidak termasuk
fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah) dihitung
untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan Juni Tahun 2021,
kemudian ditambahkan acress sebesar 5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tambahan tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan, perpindahan PNSD
dari luar Pemda Kota Bontang, (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2022
sama dengan TA 2021);

1)  Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam rangka
peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan
Pegawai (baik untuk pejabat struktural/fungsional);

2)  Penganggaran uang makan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD sesuai dengan
peraturan Walikota Bontang.

3) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian
sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dialokasikan
untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana pelaksanaannya diatur dalam
peraturan Walikota Bontang.

5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.

6) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD
serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21
Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

7)  Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota
dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

B. Belanja Barang dan Jasa

Pos Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa
yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan
jasa tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah daerah dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat.
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Pada tahun 2021 untuk belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar
Rp.31.355.434.304,00.- atau 50,11% dari alokasi Belanja Operasi tahun 2022.

C. Belanja Hibah

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai kepentinganDaerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Alokasi Belanja Hibah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,-
diarahkan sebagian besar untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat,
atau organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat dialokasikan melalui Belanja Langsung
namun menunjang pencapaian sasaran program, dan kegiatan pemerintah.

D. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 250.000.000,- yang akan digunakan
untuk menganggarkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat baik bantuan sosial
terencana maupun bantuan sosial tidak terencana.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 memprioritaskan alokasi belanja untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Alokasi Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.250.936.337.366,- yang dianggarkan
melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD dan terdiri dari belanja modal tanah,
belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal
jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal asset tetap lainnya.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.3.500.000.000,- yang digunakan untuk
untuk untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun  sebelumnya. Penetapan alokasi anggaran tersebut dengan
mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya
yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2.4. Belanja Transfer
Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bontang tidak merencanakan alokasi Belanja
Transfer.
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berjalan maupun
tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit
anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan
pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). pencairan dana
cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah.
penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan piutang daerah sesuai dengan
kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan
dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. harus diantisipasi
kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika
ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang
akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian
pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2022,
penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp.100.000.000.000,- vyang
seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Adapun perkiraan SiLPA tersebut bersumber dari:

Tabel 4.6 Proyeksi/Target SiLPA Tahun 2020

No Sumber-Sumber SiLPA Jumlah Persen Terhadap
APBD 2021
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran | 100,000,000,000,0 7,61%
Sebelumnya
1,1 Pelampauan penerimaan PAD 7.802.666.720,0 4,0%
1,2 | Pelampauan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat 39.820.091.852,2 5,5%
1,3 | Pelampauan penerimaan Transfer Provinsi Kaltim 5.685.399.210,0 3,0%
1,4 | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 46.691.842.217,8 3,6%
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6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2022 belum merencanakan alokasi anggaran
pengeluaran pembiayaan daerah. Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk
Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Perda, maka seluruh
penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Jumlah Pembiyaan Netto yang digunakan
untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah.
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah
daerah Kota Bontang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone
pembangunan di Kota Bontang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus
disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan
sasaran pembangunan Provinsi KalimantanTimur guna untuk menjaga konsistensi dan
keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan
strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah
ditetapkan

7.1. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah sebagaimana arah kebijakan
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan
pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan sosialisasi kepada masyarakat serta
disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional
melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta
penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya
kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan
pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2022 diarahkan pada
upaya sebagai berikut:

a)  Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota

Bontang, antara lain :

(1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penerapan hasil Kajian Potensi;

(2) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;

(3) Menerapkan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan pajak
kepada masyarakat, melalui peningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik
kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh
informasi;

(4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas
hubungan dan kerja sama antar perangkat daerah pemungut;

(5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui
koordinasi dan kemitraan;

(6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

PAD dalam pembangunan daerah;

Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah
dengan cara penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. Penegakan
hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas
baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak, maupun bagi
aparatur pemungut pajak;

Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati
nilai pasar dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB P2 agar
diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih proporsional dengan tetap
memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat;

Melakukan validasi dan pembaharuan terhadap data-data objek pajak dan
bangunan di Kota Bontang;

Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan
sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan pengaturan regulasi
agar tidak menimbulkan beban biaya tinggi;

Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun aturan
perundang-undangan yang memberikan kemudahan, keamannan dan
kenyamanan bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kota Bontang, yang
kedepannya akan berimbas pada peningkatan PAD Kota Bontang;

Sosialisasi dan penerapan transaksi online pada pembayaran pajak.

b)  Untuk Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Transfer dari Pemerintah Provinsi

Kaltim, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada
Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan
akurat dalam rangka peningkatan alokasi;

Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan daerah-daerah
penghasil dan pengolah sumber daya alam, untuk memberikan porsi yang lebih
besar dari alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan;

Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan
lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan;

Menjadi motor penggerak didalam revisi UU 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah, agar daerah pengolah migas
dapat diakomodir didalam revisi UU tersebut;

Menyusun proposal DAK Fisik sesuai dan selaras dengan RPJMN dan RKP
Pemerintah Pusat, serta mempersiapkan secara cermat dan tepat administrasi
yang dibutuhkan didalam pengajuan proposal DAK Fisik.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan
data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
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(7)  Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka
memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian
kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan
akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi;

(8) Menyusun proposal Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dan selaras dengan
RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta mempersiapkan
secara cermat dan tepat administrasi yang dibutuhkan didalam pengajuan
proposal Bantuan Keuangan Provinsi;

c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain:
Menjalin kerjasama dan konsolidasi dengan stakeholder terkait dalam rangka
berusaha secara maksimal memenuhi seluruh kriteria indikator kunci penilaian
didalam kriteria pemberian Dana Insentif Daerah.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan
dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas
sebagai berikut :

(1)  Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan
Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;

(2)  Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

(3)  Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

(4)  Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

(5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;

(6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan
Kota Bontang;

(7)  Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;

(8)  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;

(9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

7.2. Upaya-Upaya Pencapaian Target Belanja Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Belanja Daerah, maka penyusunan
program dan kegiatan pembangunan dahun 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan
dan membangun sinergi serta singkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional
maupun Provinsi Kaltim. Disamping itu penyusunan perencanaan program dan kegiatan
pembangunan juga mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya.

Dalam lingkup Pemerintah daerah Kota Bontang, pelaksanaan pembangunan secara
umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan serta fungsi
Pemerintahan Umum dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan visi dan misi
RPJMD tahun 2021-2026. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain
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untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam
memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta
mengurangi kemiskinan.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus
mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan
pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2022 disamping
mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan RPJPD dan arahan visi dan misi
pembangunan tahun 2021-2026, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung
pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan
Nasional. Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik
Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir
Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas

Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahtreraan sosial masyarakat

oA WwWN e

Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah

Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif
Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi

dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
Sebagai bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka
penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung
kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas
pembangunan Kota Bontang tahun 2022 disamping mengacu pada pencapaian sasaran
pembangunan tahunan RPJMD dan kebijakan-kebijakan tahun transisi, secara vertikal juga
harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 memperhatikan arah
kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Dalam RKP tahun
2022 menetapkan tema pembangunan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Reformasi
Struktural”. Keselarasan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 antara prioritas
pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan RKP dijabarkan sebagai
berikut:
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Tabel 4.4
Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKP Tahun 2022

RKP Tahun 2022 | RKPD Kota Bontang Tahun 2022
Tema
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi ”Revitaisasi sektor-sektor ekonomi dan
Struktural” Pelayanan Dasar”

Prioritas Nasional /Prioritas Pembangunan
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk | Penguatan peran sektor-sektor ekonomi

pertumbuhan berkualitas dan | unggulan daerah
berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk | Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar
mengurangi kesenjangan dan menjamin | masyarakat
pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia | Peningkatan SDM unggul dan akses layanan
berkualitas dan berdaya saing Kesehatan berkualitas
Peningkatan pemberdayaan dan
perlindungan kesejahtreraan sosial
masyarakat
4. Revolusi mental dan pembangunan | Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang
kebudayaan akuntabel, harmoni dan partisipatif
5. Memperkuat infrastruktur untuk | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

mendukung pengembangan ekonomi | kota dan layanan publik
dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, | Peningkatan daya dukung lingkungan,
meningkatkan ketahanan bencana, dan | sumber daya air dan pengendalian banjir
perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam | Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang
dan transformasi pelayan publik akuntabel, harmoni dan partisipatif

Selanjutnya dalam lingkup regional Kalimantan Timur, perencanaan pembangunan
tahun 2022 mengusung tema “Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah
Dalam Rangka Menyambut IKN”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam enam
prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan
Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM

2. Penguatan Pelaku Dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya
Beli Masyarakat

3. Peningkatan Kemudahan Bernvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam
Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan
Penguatan Konektifitas Antara Daerah, Kawasan Dan IKN

5. Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
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Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim, Kota Bontang sebagai

bagian integral dari wilayah regional Kaltim harus mampu menyusun arah kebijakan

pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan

kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan tahun 2022, upaya untuk meningkatkan keselarasan dilaksanakan

dengan merumuskan prioritas pembangunan dengan memperhatikan arahan kebijakan

pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2022.

Tabel 4.5 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Bontang dengan RKPD Provinsi
Kaltim Tahun 2022

RKPD Provinsi Tahun 2021

RKPD Kota Bontang Tahun 2021

Tema

“Menumbuhkan Industri Hilir yang
Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan
Ekonomi Kawasan”

”Revitaisasi sektor-sektor ekonomi dan
Pelayanan Dasar”

Prioritas Pembangunan

Pelayanan Publik

.Administrasi

Pemerintahan  Berbasis

Elektronik

1. Peningkatan Ketahanan Kesehatan | 5. Peningkatan SDM unggul dan akses layanan
Masyarakat Serta Reformasi Sistem Kesehatan berkualitas.
Pendidikan Keterampilan Yang | 6. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan
Mendukung Daya Saing SDM kesejahtreraan sosial masyarakat
2.Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi | 7. Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar
Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan masyarakat
Daya Beli Masyarakat
3.Peningkatan Kemudahan Bernvestasi Di | 8. Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan
Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam daerah
Terbarukan Dalam Rangka Penguatan
Ekspor Komoditi Unggulan
4.Penguatan Konektifitas Antara Daerah, 9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota
Kawasan Dan IKN dan layanan publik
10. Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber
daya air dan pengendalian banjir
S.Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam | 11.Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang

akuntabel, harmoni dan partisipatif
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BAB V
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, merupakan
bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan
Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Bontang Tahun 2022 serta KUA dan
PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua
dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi
kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana
di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah
daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-
komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang
kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping
berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan
daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran
sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan
strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat
pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya
keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka
disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada
saat penyusunan vyang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan vyang
mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan
akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu
pendapatan—pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi
Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung
pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi),
oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya
kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau
pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu
anggaran indikatifnya;
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2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai
dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;

3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, yang dibuat

untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Bontang, 13 Agustus 2021

KETUA DPRD WALI KOTA BONTANG

ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM, SH BASRI RASE, S.IP.
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